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KATA PENGANTAR

Segala puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Swt,
atas segala rahmat dan karunianya, akhirnya penulis dapat
menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul “KEBIJAKAN
MITIGASI BENCANA GUNUNG SEMERU”. Saya menyadari
bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak
sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh
karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua
pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku
ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Dalam buku ini membahas dua hal, yaitu (1)
mengekspolrasi dan mendeskripsikan implementasi kebijakan
mitigasi bencana Gunung Api Semeru di Kabupaten Lumajang; (2)
untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan faktor-faktor yang
mempengaruhi implementasi kebijakan mitigasi bencana Gunung
Api Semeru di Kabupaten Lumajang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaringan dan jalur
komunikasi bencana alam antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah Kabupaten Lumajang kurang lancar dan
sinergis  sehingga menyebabkan masyarakat cenderung
menggunakan pola-pola kearifan lokal dalam mitigasi bencana
dibandingkan pola-pola modern karena pola kearifan lokal inilah
yang dianggap lebih sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat
saat itu. Respon pemerintah daerah Kabupaten Lumajang dalam
penanggulangan bencana di daerahnya masih kurang sigap dan
lamban karena bantuan kepada para korban bencana Gunung
Semeru tidak langsung datang saat bencana datang malah yang
datang dahulu bantuanya berasal dari lembaga sosial yang ada di
dalam maupun luar daerah Kabupaten Lumajang. Bahkan untuk
bantuan-bantuan yang di janjikan pun belum ada realisasinya.Dan
kebijakan pemerintah Kabupaten Lumajang tentang alokasi dan
realisasi dana mitigasi bencana sangat minim padahal dalam
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Kebencanaan
diamanahkan bahwa Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan
dana APBD untuk bidang bencana alam.
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Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari
kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun
sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata
saya berharap Allah Swt berkenan membalas segala kebaikan
semua pihak yang telah membantu.

Penulis
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BABI
PENDAHULUAN

A. Kesadaran dan Upaya Pengurangan Risiko

Bencana

Bencana sering diidentikkan dengan suatu hal yang
terjadi karena alam dan berada di luar kontrol manusia.
Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana pasal 1, bencana diartikan sebagai
peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam atau
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, baik
yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau non-alam
maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya
korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta
benda, dan dampak psikologis. Menurut International Strategy
for Disaster Reduction (ISDR) (2004), bencana merupakan suatu
gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat,
sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada
kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi, atau
lingkungan dan yang melampaui kemampuan masyarakat
yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan
sumberdaya mereka sendiri. Sementara Asian Disaster
Preparedness Center (ADPC) mendefinisikan bencana sebagai
“The serious disruption of the functioning of society, causing
widespread human, material or environmental losses, which exceed
the ability of the affected communities to cope using their own
resources” (Abarquez dan Murshed, 2004:154). Berdasarkan
beberapa pengertian tersebut, bencana mengandung tiga
aspek dasar, yaitu: (1) terjadinya peristiwa atau gangguan
yang mengancam dan merusak (hazard), (2) peristiwa atau
gangguan tersebut mengancam kehidupan, penghidupan,
dan fungsi dari masyarakat dan (3) ancaman tersebut
mengakibatkan korban dan melampaui kemampuan
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A.
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BAB II
KEBIJAKAN PUBLIK

Dinamika Paradigmatik Administrasi Publik

Pada masa dahulu, pemerintah memiliki peran penting
sebagai pemegang kontrol utama dalam pelayanan publik
(Nielssen et al. 1999:33), kompleksitas dari berbagai
kebutuhan masyarakat modern terkadang menjadi sangat
sulit teratasi dalam keadaan tersebut. Produk kebijakan dari
pemerintah adalah produk kebijakan sarat akan kepentingan
dari berbagai kekuatan politik, dimana hal tersebut adalah
berkaitan dengan banyaknya tujuan yang dibawa berbagai
kekuatan politik yang berkecimpung dalam pemerintahan.
Dalam paradigma baru pelayanan publik ini, peran utama
pemerintah adalah sebagai pelaku layanan publik dengan
fungsi sebagai lembaga kontrol dimana fungsinya adalah
sebagai penyedia seperangkat aturan dan rewards bagi
beberapa person yang menjadi pelaksana layanan publik
dalam koridor yang benar.

Peran pemerintah mengalami pergeseran dari
pemegang kontrol utama menjadi pemegang dan penentu
agenda kegiatan pelayanan publik, kemudian menentukan
pihak mana yang menjadi pelaku layanan publik,
memfasilitasi mereka, melakukan negosiasi dan menjadi
lembaga perantara antara kebutuhan layanan publik dengan
pihak publik, pemilik perusahaan pribadi dan sektor
perusahaan non- profit. Terdapat tiga paradigma dalam ilmu
administrasi Negara baru yang berkaitan dengan paradigma
dalam pemberian layanan umum, berikut ini penjelasannya.
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BAB III
MITIGASI BENCANA GUNUNG BERAPI

A. Konsep Bencana Gunung Berapi

Menurut UNDP (2012), Bencana Gunung berapi adalah
peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut
bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi.
Magma adalah cairan pijar yang terdapat di dalam lapisan
bumi dengan suhu yang sangat tinggi, yakni diperkirakan
lebih dari 1.000 °C. Cairan magma yang keluar dari dalam
bumi disebut lava. Suhu lava yang dikeluarkan bisa mencapai
700-1.200 °C. Letusan gunung api yang membawa batu dan
abu dapat menyembur sampai sejauh radius 18 km atau lebih,
sedangkan lavanya bisa membanjiri sampai sejauh radius 90
km. Bahaya letusan gunungapi dibagi dua berdasarkan waktu
kejadiannya, yaitu bahaya utama(primer) dan bahaya ikutan
(sekunder). Kedua jenis bahaya tersebut masing-masing
mempunyai risiko merusak dan mematikan.

1. Bahaya Utama (primer)

Bahaya wutama (sering juga disebut bahaya
langsung) letusan gunungapi adalah bahaya yang,
langsung terjadi ketika proses peletusan sedang
berlangsung. Jenis bahaya tersebut adalah awanpanas
(piroclastic flow), lontaran batu (pijar), hujan abu lebat,
leleran lava (lava flow), dan gas beracun.

a. Awan panas adalah campuran material letusan antara
gas dan bebatuan (segala ukuran) terdorong ke bawah
akibat densitasnya yang tinggi dan merupakan adonan
yang jenuh menggulung secara turbulensi bagaikan
gulungan awan yang menyusuri lereng, selain suhunya
sangat tinggi, antara 300-7000C, kecepatan luncurnya-

59
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BAB IV

DESKRIPSI KABUPATEN LUMAJANG

A. Gambaran Umum Kabupaten Lumajang

86

1. Letak dan Keadaan Geografis

Pembahasan mengenai deskripsi lokasi bertujuan
untuk memahami kondisi wilayah yang ditempati oleh
suatu masyarakat, sehingga dapat diketahui pola geografis
dan sosial suatu masyarakat. Secara geografis Kabupaten
Lumajang terletak di bagian timur Propinsi Jawa Timur
yaitu Sebelah Barat antara 1080 03" - 1080 19" Bujur Timur,
Sebelah Timur 1080 12" - 1080 25" Bujur Timur, Sebelah
Utara antara 60 36" - 60 58" Lintang Selatan dan Sebelah
Selatan 60 43’ - 70 03" Lintang Selatan. Secara administratif
batas-batas wilayah kabupaten Lumajang adalah sebagai
berikut :

a. Sebelah Utara : Kabupaten Probolinggo.
b. Sebelah Timur : Kabupaten Jember.
c. Sebelah Selatan : Samudra Indonesia.
d. Sebelah Barat : Kabupaten Malang

Secara topografi Kabupaten Lumajang terbagi
kedalam 4 daerah yaitu : daerah gunung, pegunungan,
dataran fluvial dan dataran alluvial. Untuk kategori yang
kedua ranuyoso, tempursari, sekitar gunung semeru,
sekitar gunung tengger dan lamongan. Kecamatan yang
termasuk kedalam kategori yang ketiga adalah Lumajang,
Sumbersuko dan Sukodono. Untuk kategori yang terakhir
yaitu Kecamatan Rowokangkung, Jatiroto, Yosowilangun
dan sepanjang pantai mulai dari Yosowilangun sampai
dengan Tempursari.
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BAB V
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MITIGASI
BENCANA DI KABUPATEN LUMAJANG

A.

116

Arah Manajemen Bencana di Kabupaten
Lumajang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan dan sebagian
besar kewenangan kepada daerah dalam penyelenggaraan
otonomi daerah. Seiring telah terpilih dan dilantiknya Bupati
dan Wakil Bupati Lumajang pada tanggal 24 Agustus 2013,
maka Bupati dan Wakil Bupati berkewajiban untuk
menyampaikan  rencana  strategis = penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik
tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban
instansi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban
yang  dilaksanakan  secara  periodik. = Pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam
sistem  akuntabilitas  kinerja  instansi = pemerintah.
Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi
untuk  mempertanggungjawabkan  keberhasilan  dan
kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban
yang dilaksanakan secara periodik.

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses
pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi
peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan
memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu
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BAB VI
KENDALA IMPLEMENTASI MITIGASI
BENCANA GUNUNG SEMERU

Kebijakan pemerintah di bidang mitigasi tentu menjadi
bagian penting dari suatu proses mengenali ancaman bencana
yang ada di sekitar tempat tinggal manusia. Ancaman yang
tentu saja dapat merenggut harta benda (properti, ladang, dan
hewan ternak), keluarga, lingkungan sosial, dan nyawa
manusia. Kebijakan mitigasi bertujuan untuk mengantisipasi
dan mempersiapkan diri dalam setiap ancaman bencana yang
mungkin akan datang. Tahapan mitigasi bencana adalah
bagian dari manajemen bencana sebagai usaha seluruh
komponen dari masyarakat baik pemerintah, masyarakat dan
swasta untuk mengurangi korban jiwa dan harta benda.

Dalam siklus manajemen bencana terdapat tiga
komponen yang dilakukan vyaitu kegiatan prabencana,
tanggap darurat saat terjadi bencana dan kegiatan pasca
bencana. Jika selama ini manajemen bencana lebih
menitikberatkan pada aspek penanganan tanggap darurat
dan pasca bencana yang ternyata terdapat banyak kelemahan,
maka ke depannya manajemen  bencana lebih
menitikberatkan kegiatan prabencana yaitu kegiatan mitigasi
bencana dalam kerangka mengurangi risiko dan dampak
bencana.

Mitigasi bencana adalah istilah yang digunakan untuk
menunjuk pada semua tindakan untuk mengurangi dampak
dari suatu bencana yang dapat dilakukan sebelum bencana
itu terjadi, termasuk kesiapsiagaaan dan tindakan - tindakan
pengurangan risiko jangka panjang. Mitigasi bencana
mencakup baik perencanaan dan pelaksanaan tindakan-
tindakan untuk mengurangi risiko yang terkait dengan
bahaya karena ulah manusia dan bahaya alam yang sudah

157
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BAB VII
PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat
disimpulkan bahwa implementasi kebijakan mitigasi bencana
Semeru di Kabupaten Lumajang belum optimal. Adapun
faktor-faktor yang menjadi kendala atau penyebab kurang
optimalnya implementasi kebijakan mitigasi bencana Semeru
di Kabupaten Lumajang tersebut yaitu sebagai berikut.

1. Jaringan dan jalur komunikasi bencana alam antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kabupaten
Lumajang kurang lancar dan sinergis sehingga
menyebabkan masyarakat cenderung menggunakan pola-
pola kearifan lokal dalam mitigasi bencana dibandingkan
pola-pola modern karena pola kearifan lokal inilah yang
dianggap lebih sesuai dengan kondisi dan situasi
masyarakat saat itu.

2. Respon pemerintah daerah Kabupaten Lumajang dalam
penanggulangan bencana di daerahnya masih kurang
sigap dan lamban karena bantuan kepada para korban
bencana Gunung Semeru tidak langsung datang saat
bencana datang malah yang datang dahulu bantuanya
berasal dari lembaga sosial yang ada di dalam maupun
luar daerah Kabupaten Lumajang. Bahkan untuk bantuan-
bantuan yang di janjikan pun belum ada realisasinya.

3. Kebijakan pemerintah Kabupaten Lumajang tentang
alokasi dan realisasi dana mitigasi bencana sangat minim
padahal dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
Tentang Kebencanaan diamanahkan bahwa Pemerintah
Daerah wajib mengalokasikan dana APBD untuk bidang
bencana alam.

4. Pemahaman masyarakat akan bencana masih rendah. Hal
ini menunjukkan efekivitas implementasi kebijakan
mitigasi yang selama ini ada kurang optimal. Kondisi ini

215
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